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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam pergaulan masyarakat terdapat hubungan hukum antara anggota 

masyarakat. Hubungan hukum tersebut timbul karena hukum atau karena 

persetujuan yang sengaja diadakan. Hubungan hukum tersebut misalnya 

perkawinan, kewarisan, wakaf, jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dan 

sebagainya. 

Hubungan hukum antara sesama anggota masyarakat kadang-kadang 

terganggu karena kewajiban seseorang terhadap yang lain tidak terpenuhi, 

sehingga karenanya dapat timbul perselisihan dan sengketa. Apabila timbul 

sengketa karena terganggu hubungan hukum salah satu pihak, maka biasanya 

orang yang merasa dirugikan membutuhkan penyelesaian baik di luar pengadilan 

atau melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Salah satu 

pengadilan yang di maksud dalam hal ini adalah Pengadilan Agama. 

Sejalan dengan perkembangan reformasi hukum di Indonesia, kini 

Peradilan Agama mendapatkan kewenangan lagi yang mana sebelumnya 

berdasarkan Undang-undang No.7 tahun 1989 pasal 49 (1) menyebutkan 

PENGADILAN AGAMA bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan 

menyelesaikan perkara-perkara ditingkat Pertama antara orang-orang yang 

beragama Islam dibidang : 
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1. Perkawinan 

2. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam  

3. Wakaf dan sadaqoh. 

Sedangkan  menurut Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 yaitu tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

kini menyebutkan bahwa Pengadilan Agama juga berwenang memeriksa dan 

mengadili perkara yang di dalamnya juga menyangkut masalah zakat, infaq dan 

ekonomi syari’ah. 

Seperti kita ketahui bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban seringkali 

menjadi sumber sengketa. Untuk mengatur bagaimana caranya memaksa agar 

seseorang memenuhi kewajiban atau mempertahankan haknya terhadap orang lain 

untuk itu diciptakanlah sarana perkara yang disebut Acara. Menurut Wirjodo 

Pradjodikoro, Hukum Acara Perdata ialah rangkaian peraturan-peraturan yang 

memuat cara bagaimana orang bertindak di muka pengadilan dan cara bagaimana 

pengadilan itu bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya 

peraturan-peraturan hukum perdata.
1
  

Pengadilan yang tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa dan 

mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dalam 

keberhasilan pelaksanaan tugasnya sangat tergantung pada aparat pendukung 

antara lain ialah yang disebut dengan Juru Sita. Dilingkungan Peradilan Umum 

                                                           
1
 Wirjono Pradjodikoro, Hukum AcaraPerdata di Indonesia, (Bandung: Sumur, 1982) 

h.12 
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keberadaan Juru Sita sudah terdapat sejak zaman Belanda saat pengadilan masih 

bernama Landraad. Sedangkan bagi lingkungan Peradilan Agama keberadaan 

Juru Sita masih relatife baru. Dalam perjalanan sejarah Juru Sita adalah sesuatu 

yang baru bagi Peradilan Agama, sebagai akibat dari lahirnya Undang-undang 

No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur juga masalah 

kejurusitaan.
2
 

Juru Sita yang merupakan salah satu aparat yang oleh hukum diberikan 

tanggung jawab untuk membantu melancarkan proses persidangan, sudah menjadi 

keharusan bagi aparatnya dalam menjalankan tugasnya untuk senantiasa mengacu 

kepada aturan-aturan hukum yang telah digariskan, sebagai cermin dari lembaga 

yang menaunginya yaitu lembaga peradilan. 

Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara khususnya perkara 

perdata tidaklah dapat dilepaskan dari kedudukan tugas atau peranan Juru 

Sita/Juru Sita Pengganti dan pekerjaan yang menyangkut jabatan Juru Sita/Juru 

Sita Pengganti yang sering kita sebut dengan kejurusitaan.
3
 

Membicarakan tugas dan wewenang Juru Sita/Juru Sita pengganti diatur 

dalam pasal 103/104 Undang-undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

yan menyebutkan bahwa : 

Pasal 103 

(1) Juru Sita  bertugas : 

 a. melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Sidang 

                                                           
2
 Wildan Suyuthi Musthfa, Praktik Ke Juru Sitaan Pengadilan, Jakarta, Mahkamah 

Agung RI.2002 Hal. 1 

3
 Ibid,hal. 3 
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 b. menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, dan 

pemberitahuan penetapan atau putusan Pengadilan menurut cara-cara 

berdasarkan ketentuan ketentuan undang-undang; 

 c. melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan  

 d. membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 

(2) Juru Sita berwenang melakukan tugasnya di daerah hukum pengadilan yang 

bersangkutan. 

Pasal 104 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas Juru Sita diatur oleh 

Mahkamah Agung.                                                                                                 

Selain tugas-tugas di atas, menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung 

RI Nomor : KMA/055/BK/X/1996 tentang Tugas dan Tanggung Jawab serta Tata 

Kerja Juru Sita pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama pasal 5, Juru Sita 

juga mempunyai tugas untuk : 

Melakukan pemanggilan, melakukan tugas pelaksanaan putusan 

pengadilan yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan, membuat berita acara 

pelaksanaan putusan yang salinan resminya disampaikan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan, melakukan penawaran pembayaran uang, 

serta membuat berita acara penawaran pembayaran uang dengan 

menyebutkan jumlah dan uraian jenis mata uang yang ditawarkan.
4
 

Sejalan dengan peraturan-peraturan tersebut diatas dari hasil observasi 

awal yang dilakukan oleh penulis untuk Juru Sita dan Juru Sita Pengganti yang 

berada di Pengadilan Agama Pelaihari dalam aktifitas kegiatan sehari-hari lebih 

cendrung kepada pemanggilan atau penyampaian relas dibandingkan dalam hal 

kegiatan penyitaan, hal ini disebabkan oleh banyaknya perkara yang masuk di 

Pengadilan Agama Pelaihari yang menurut pendapat penulis tidak sebanding 

dengan jumlah aparat atau petugas yang ada di lapangan, terlebih lagi banyaknya 

                                                           
4
 Ibid,hal. 6 
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para pencari keadilan yang datang ke Pengadilan Agama Pelaihari berasal dari 

daerah pinggiran kota Pelaihari sehingga ketika Juru Sita atau Juru Sita Pengganti 

melakukan pemanggilan tidaklah memakan waktu sedikit melainkan berjam-jam 

untuk dapat mencapai alamat yang dituju bahkan tidak jarang, Juru Sita atau Juru 

Sita pengganti dalam melaksanakan tugasnya dilakukan pada pagi hari dan 

berakhir pada sore hari hanya untuk menyampaikan beberapa relas panggilan saja. 

Berdasarkan hasil data awal tercatat bahwa jumlah Juru Sita dan Juru Sita 

Pengganti yang ada di Pengadilan Agama Pelaihari hanya berjumlah 3 orang yaitu 

1 orang Juru Sita dan 2 orang Juru Sita Pengganti. Dalam hal ini 2 orang Juru Sita 

Pengganti tersebut berada dalam posisi jabatan rangkap sehingga dalam 

kesehariannya lebih banyak berkecimpung dibagian Kesekretariatan. 

Selain itu berdasarkan hasil wawancara pendahuluan yang penulis 

lakukan di lapangan terhadap beberapa pihak yang datang ke Pengadilan Agama 

Pelaihari, diperoleh keterangan bahwa ada beberapa di antara mereka yang 

menerima relas yang diberikan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti antara lain, 

bukan pada waktu dan tempat yang ditentukan sebagaimana yang disebutkan atau 

diatur dalam hukum acara perdata.  

Dari uraian tersebut diatas maka penulis merasa tertarik untuk 

mengadakan penelitian yang lebih mendalam yang nantinya akan penulis 

tuangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul “Praktik Penyampaian Relas 

Panggilan Oleh Juru Sita dan Juru Sita Pengganti  Di Pengadilan Agama 

Pelaihari”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat penulis rumuskan 

permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut : 

1. Bagaimana gambaran lokasi penelitian ? 

2. Bagaimana praktik penyampaian relas panggilan oleh Juru Sita dan Juru Sita 

Pengganti di Pengadilan Agama Pelaihari? 

3. Faktor apa saja yang mempengaruhi praktik penyampaian relas panggilan 

yang dilakukan oleh Juru Sita dan Juru Sita Pengganti? 

C. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan yang mendasari pemilihan judul penelitian ini adalah: 

1. Pelaksanaan kegiatan kejurusitaan di Pengadilan Agama Pelaihari masih 

menimbulkan problem bagi Juru Sita dan Juru Sita pengganti untuk dapat 

melaksanakannya sesuai dengan yang diharapkan. 

2. Dalam pelaksanaannya Juru Sita dan Juru Sita Pengganti sangat memerlukan 

pemahaman yang cukup khususnya dalam hal aturan-aturan yang menjadi 

acuan hukum dalam praktik kejurusitaan. 

3. Mengingat penyampaian relas yang dilakukan oleh Juru Sita atau Juru Sita 

Pengganti dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan dampak hukum 

terhadap keputusan hakim di persidangan. 
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4. Minimnya para petugas dibandingkan jumlah perkara yang masuk ke 

Pengadilan Agama Pelaihari. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan tujuan untuk : 

1. Mengetahui bagaimana praktik penyampaian relas panggilan oleh Juru Sita 

dan Juru Sita Pengganti di Pengadilan Agama Pelaihari? 

2. Mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi praktik penyampaian relas 

panggilan yang dilakukan oleh Juru Sita dan Juru Sita pengganti. 

E. Signifikansi Penelitian. 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Bagi lembaga peradilan sebagai masukan dan informasi bagi pihak 

Pengadilan Agama Pelaihari khususnya untuk mengatasi problem yang 

dihadapi oleh Juru Sita dan Juru Sita Pengganti dalam hal penyampaian relas 

panggilan yang merupakan bagian dari tugas pokok kejurusitaan. Kepada 

para pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Juru Sita dan 

Juru Sita Pengganti sebagai bahan pertimbangan dalam hal peningkatan mutu 

dan kualitas para petugasnya guna mewujudkan Peradilan Agama yang 

menjunjung tinggi asas-asas hukum acara sebagai landasan bertindak oleh 

Juru Sita dan Juru Sita Pengganti dilapangan. Kepada Juru Sita dan Juru Sita 
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pengganti sebagai bahan masukan untuk mengatasi permasalah-permasalah 

yang ada. 

2. Sebagai bahan tambahan pengetahuan bagi peneliti serta sebagai referensi 

tambahan bagi perpustakaan IAIN Antasari dan perpustakaan Fakultas 

Syari’ah IAIN Antasari Banjarmasin. 

3. Sebagai bahan masukan bagi peneliti selanjutnya yang lebih mendalam 

terhadap sisi permasalahan yang belum terbahas 

F. Difinisi Operasional 

Agar tidak terjadi kesalah pahaman pengertian judul di atas maka akan 

penulis ketengahkan penegasan istilah dan lingkup pembahasan yang terdapat 

pada judul di atas. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “praktik berarti pelaksanaan 

secara nyata apa yang disebut di teori”.
5
 

Praktik yang dimaksud dalam penelitian ini berupa tindakan-tindakan yang 

dilakukan oleh Juru Sita dan Juru Sita Pengganti dalam melaksanakan tugasnya, 

baik itu dimulai dari tahapan persiapan hingga tahap pelaporan. 

Juru Sita adalah jabatan fungsional yang ada di lembaga peradilan dan 

mengepalai dari pada Juru Sita Pengganti. 

                                                           
5
Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2002), Cet. ke- 2 edisi 3 hal. 892. 
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Relas adalah sebuah surat yang merupakan akta autentik yang dapat 

dijadikan alat bukti di persidangan dan dikeluarkan hanya oleh pejabat yang 

berwenang.  

Panggilan disini adalah panggilan yang dilakukan oleh Juru Sita atau Juru 

Sita Pengganti, baik itu berupa panggilan terhadap penggugat/pemohon, 

tergugat/termohon ataupun kepada para saksi. 

G. Sistematika Penulisan. 

Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan, yang berisikan latar belakang masalah, rumusan 

masalah, alasan memilih judul, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, difinisi 

operasional dan sistematika penulisan. 

BAB II Tinjauan terhadap landasan tioritis dan yuridis yang mencakup 

Pengertian Pemanggilan, Relas, Juru Sita dan Juru Sita Pengganti, Tugas dan 

Wewenang Juru Sita dan Juru Sita Pengganti, Dasar Hukum dan Tujuan Hukum,  

serta Ketentuan mengenai tata cara pemanggilan. 

BAB III Metode penelitian yang berisikan tentang jenis pendekatan, desain 

penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan 

data, teknik pengolahan dan analisis data. 

BAB IV Laporan hasil penelitian yang berisikan gambaran umum lokasi 

penelitian, penyajian data dan analisis data. 
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BAB V Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


